
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 100.3.3.1/ 0911i  /KUM/2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 100.3.3.1/0518/KUM/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PRO VINSI 

KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan beberapa 
usulan baru rancangan peraturan kepala daerah dari satuan 
kerja perangkat daerah, dipandang perlu melakukan Perubahan 
Kedua Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 
100.3.3.1/0518/KUM/2025 tentang Program Pembentukan 
Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2025; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6779); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan. Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6224); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur 
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 51); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 
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11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
Nomor 12);

14. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
100.3.3.1/0518/KUM/2025 tentang Program Pembentukan
Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerin tah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2025, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
100.3.3.1/0734/KUM/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
100.3.3.1/0518/KUM/2025 tentang Program Pembentukan
Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN: 

Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas 
Keputusan Gubernur Kalimantan Sela tan Nomor 
100.3.3.1/0518/KUM/2025 tentang Program Pembentukan 
Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2025. 

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 
adalah pada Lampiran, sehingga keseluruhan berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. 

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal \'; Oktobtl' U>2S 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN 


